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PERA'I'UR!\N MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 572/MENKES/PER/VI/1996 

TENTANG 

REGISTRASI DAN PR~TEK BIDAN 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INOONESIA, 

Henimba.ng : a. bahwa dale.m ra.ngka mewujudka.n derB.Jat keaeha
ta.n maayara.kat ya.ng optimal perlu dilakuka.n 
penyele~ggaraa.n upaya keaeheta.n keluarga 
termaeuk upe.ya keaehata.n ibu dan a.nak; 

Mengingnt 

Henetapkan 

' b. bahwa untuk meningkatkan pera.nan Bidan de.lam 
penyelengga~aan upaya keaehata.n lbu dan a.nak 
perlu diad~an peninjauan kembali peraturan 
perundang-undangan tentang Bidan; 

c. bahwa aepubungan dengm1 huruf a dan b 
di ataa Perlu diteta'?kan ·Peraturan 
Kesehatan tentang Regiatraai da.n 
Bidan. 

teraebut 
Henteri 
Pra.ktek 

1. Undang-undnng Nornor 23 Tahun ~ 1992 ten tang 

Kesehata.n {Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 
100, Tambahan Lembars.n Negara No. 3495); 

I 

2. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996 tenta.ng--,_.,, 
Tenaga Keaehatan {Lembaran NegJ ra Tahun 1996 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3637); 

3. Keputuaan Preaiden Nomor 23 Tahun 1994 tenta.ng 
Pengengkatan Bidan Seba.gal Pege.wai Tidak 
Tetap; 

4. Keputuaan Menteri K(aehatan No. 871/Menkea/SK/ 
VII/1994 tentang P0 tunjuk Teknia Pelakaanaan 
Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak 
Tetap. 

M E M U T U S K A N 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG REGISTRASI DAN PRAKTEK BIDAN. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUH 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimakaud dengan: 

1. Bidan adalah seorang wanita yang telah 
mengikuti dan menyeleaaikan pendidlkan Bidan 
yang telah diakul Pemerintah dan lulua ujian 
sesuai dengan perayaratan yang berlaku. 

2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jende~al 

yang bertanggung jawab dala.m bidang pembinaan 
kesehatan masyarakat Departemen ·Keaehatan 

B-AB II 
PELAPORAN DAN REGISTRASI 

Paaal 2 
Cl) Pimpinan penyelenggara pendidikan Bidan we.jib 

menyampaikan laporan secara tertulia kepada 
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan 
setempat mengenai peaerta didik Bidan 
eelambat-lambatnya 1 (aatu) bulun oetelo.h 
dinyatakan lulua. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

memuat daftar nama lulusan Bldan. status 
peserta didik dan inatanai aaal. 

i 
(3) Bentuk dan isl laporan aebagaimana dimakaud 

ayat (2) aeperti tercantum dala.m Lampirnn I 
Peraturan ini. 

Paaal 3 
(1) Bidan yang telah dilaporkan, harua meleng.kapi 

perayaratan adminiatraai yang meliputi 
a. Surat permohonan/lamaran pekerjaan; 
b. daftar riwayat hidup; 
c. foto copy iJazah; 
d. aurat keterangan aehat dari dokter 

Pemerintah; 
e. aurat keterangan berkelakukan balk dari 

POI.RI; 
f. Paa foto. 
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Kelengkapan perevaratan 
gaimana dimaksud dalam 
untuk kelengkapan dalam 

adminiatraai eeba
aya t (1) digunakan 

rangka . pelaksanaan 
masa baktl sesual dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 4 
(1) Bldan yang telah dllaporkan aebagaimana 

dlmaksud Pasal 3 dlberikan Surat Penugasan 
oleh Ke pal a Kantor Wllayah Departemen 
Keaehatan. 

(2) Bentu.k dan isl surat penugasan aebagaimana 
dlmaksud dalam ayat (1) seperti tercantum 
dalam Lamplran II . Peraturan lnl. 

Pasal 5 

Surat Penugasan sebagaimana dimaksud dala.m Paaal 

4 merupakan pemberlan kewenangan untu.k melaku.killl 

:Pekerjaan sebagal Bldan dan Surat Penugasilll 

dimaksud sebagal dasar untuk memperoleh ijin 

praktek Bidan perorangan_ 

Bid an 

Pasal 6 

yang telah memiliki Surat Penugaaan 

dinyatakan telah terdaftar. 

(1) Pelaksanaan 

memenuhi 

BAB III 
HAS,A BAKTI 

Pasal 7 

masa bakti diutamakan 

program kesehatan dalam 

untuk 

rangka 

pemerataan dan penlngkatan mutu pelayanan 

kesehatan. 

(2) -Penernpatan Bidan di luar ketentuan aebagal

mana dimakaud dalrun ayat (l) dilaksanakan 

aetelah kebutuhan program terpenuhl. 
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Paeal B 

Bidan untuk pemenuhan kebutuhan 

program keaehatan ditetapkan dengan urutan 

prioritaa aebagai berikut : 
I 

a. Di Desa; 

b. Di Puskesmas/Puakeamas Pembantu; 

c. Di Puskesmaa/Rumah Sakit yang ada di lbukota 

Daero.h Tingkat II atau Tingkat I. 

La.many a 

Pasal 9 

pelakaanaan maaa bakti aebagaimana 

dimakaud Pasal 8 dilaksanakan sekurang-kura.ngnya: 

a. 3 tahun untuk di Desa; 

b. 3 tahun unt lk di Puskesmas/Puskeamas Fembantu; 
-

c. 5 tahun untuk di Puskesmas. Rumah Sakit. yang 

ada di Ibu.'irota Daera . Tingkat II/Ting.lrnt I_ 

Paaal 10 
I 

(1) Bidan yang telah aelesai melakaanakan maaa 

bakti diberikan Sura) Keterangan aeleaai Hasa 

Bakti yang dikelua1kan oleh Kepala Kantor 

Wilayah Departemen Keaehatan aetempat. 

(2) Bentuk dan isi aurat keterangan aebagaimana 

dimakaud dalam ayat (1) seperti tercantum 

dalam Lan1piran III Peraturan inL 

Paaal 11 

Bidan yang telah melakaanakan maaa bakti dapat : 

a. Hengembangk~an karier melalui jalur pendidikan 

dan pelatihan atau pindah ke aarana keaehatan 

lain, aeauai dengan peraturan perundang

unda.nga.n yang berlaku. 

·I 
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b. Mengembangkan karier melalui jabatan 
fungsional atau struktural atau melaksnakan 

praktek pero~angan setelah memenuhi ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB IV 

PRAK.REK BIDAN 
Pasal 12 

Mas a 
Tetap, 

Bakti terhadap Bidan sebagai Pegawai Tidak 
dilaksanakan aeauai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Paeal 13 
Bidan yang menjalilllkan praktek perorangan ha.rue 

memilikl Surat Izln Praktek Bidan (SIPE) dari 
Kepala Kantor Departemen Kesehat~ setempat. 

Pasal 14 

Bidan dalan1 menjala.n.kan praktek perorangan 
memenuhi perayaratan yang meliput1 · 

he.rue 
lokasi, 

ruangan d an j uml ah t e mpat t idu r yang t ereedia . 

Pasal 15 
Untuk memperoleh SIPB aebagaimana dimakBUd Paaal 

13, Bidan , ha.rue mengajukan permohonan kepada 
Kepala Kantor Departemen Keaehatan setempat 

i 
dengan melampirkan 
a. foto copy Surat Penugasan; 

b. surat persetujuan ataaan bi la maaih dalam 
pe la.kaanaan mas a pakti a tau bi la aebagai 

Pegawai Negeri a tau pegawai pad a aarana 
kesehatan; 

c. rekomendasi dari orge.niaasi profesi. 

Pasal 16 
(1) Izin Praktek Bidan berlaku 5 

sepanjang tidak ada perubahan 
tercantum dalam izin prakteknya 

(lima) tahun 

aebagaimana 
dan mae i h 

memenuhi ayarat aeauai densan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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(2) Bentuk izin praktek Bidan aepert1 tercantum dalam 

Lrunpiran IV Peraturan in1. 

Pasal 17 

(1) Bidan dalam menjalankan praktek perorangan 

sekurang-kurangnya harus memiliki peralatan dan 

kelengkapan adminlatratlf aebagaimana tercantum 

dalam Lrunplran V Peraturan ini. 

(2) Obat-obatan yang dapat dlgunakan dalam melakukan 

praktek aebagalmana tercantum dalam Lampiran VI 

Peraturan lnl. 

Paaal 18 

Ketentuan leblh lanJut. tentang tatacara dan 

persyaratan perizinan praktek Bidan ditetapkan 

oleh Direktur Jenderal 

Pasal 19 

Bidan Pegawai Tldak Te tap dalarn rangka 

pelaksanaan maaa bakti tidak memerlukan SIPE. 

Paaal 20 

Pimpinan sarana kesehatan waJib melaperkan Bidan 
I 

yang bekerja di lingkungannya kepada Kepala 

Kantor Departemen Keaehatan setempat. 

Pasnl 21 

(1) Bidan dalam menjalankan praktek perorangan 

harus memenuhi standar profesi dan mematuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(2) Bidan dalam menjala.nkan praktek perorangan 

harua membantu program pemerintah dalam 

peningka tan 

khususnya 

derajat kesehatan masyaro..kat 

keaehatan ibu dan anak aerta 

keluarga berencana. 
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BAB V 

WEWENANG BIDAN 
Paaal 22 

Bida.n dalam rnenjalankan prakteknya berwenang 

untuk memberikan pelayanan yang meliputi : 

a_ pelayanan kebidanan; 

b. pelayanan keluarga berencana; 

c. pelayanan kesehatan masyarakat. 

( 1) Pelayanan 

Paaal 23 

kebidanan aebagaimana dimakaud 

dalam Paaal 22 ditujukan kepada ibu dan 

nnak. 

( 2-) Pe 1 ayanan kebidanan kepada lbu diberlkan pada 

maaa pra nikah, pra hamil, masa kehamllo.n, 

mar :a peraalinan, maaa nifaa,ll\enyusui dan maaa 

an ~ara (periode interval) 

(3) Pt!layanan 1:ebidanan kepada anak diberikan 

pada masa b o.1 i baru l ah ir, maaa b o.yi, mo.ea 
I 

anak balita d111 maaa praaekolah. 

Paaal 24 

Pelayanan keb1dan
1
1n kepada ibu mel1put1 

a. penyuluhan dan konaeling; 

b. pemerikaaan fiaik; 

c. pelayanan antenatal pada kehamilan normal; 

d. pertolongan pada kehamllan abnormal yang 

mei icakup ibu ha.mil dengan abortua iminens, 

hi.;>eremeaia gravidarum tingkat I, preeklamai 

rl ngan dan aneml rlngan; 

e. pcrtolongan persalinan normal; 

f. pertolongan peraalinan abnormal, yang mencakup 

letak __ Bl!Ilgmµ1g, partua mac et kepala._ di de.Bar 
~ 

panggul, ketuban pee ah dini ( K.PD) tan pa 

infeks'i, perdarahan post partuni, laseraai 

jalan lahir, distoaia karena ineraia uteri 

primer, poet term dan pre term; 

7 
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ibu nifas normal; 

h . pelayanan ibu nifaa abnormal yang mencakup 

retenaio plaaenta, renjatan dan inf ekai 

ringan; 

i. pelayanan dan pengobatan pada kelainan 

ginekologi yang meliputi keputihan. perdarahan 
I 

tidak teratur dan penundaan bald. 

Paaal 25 I 

Pelayanan kebidanan kepada an
1

ak mel~µuti 
I 

a. pemerikaaan bayi ba.ru lahir; 

b. perawatan tali puaat; 

c. perawatan bayi ; 

d. pemantauan tumbuh kembang ana.k; 

e. pemberian pengobatan pada penya.klt ringan; 
! 

f. pemberian penyuluhan; 

paaal 26 

Bidan da l am melakukun kewenangan aebagaimuna 

dimaksud dalam Paaal 24 dan Paaal 25 berwenang 

untuk : 

a. memberikan· aWltikan pengebalan; 

b. memberikan auntikan pada penyulit kehamilan; 

c. bimbingan aenam hamil; 

d. kuretase digital untuk aiaa jaringan konaepsi; 

e. epiaiotomi; 

f. penjahitan luka epiaiotomi dan luka jalan 

lahir aampai tingkat II; 

g_ amniotomi pada pembukaan aervika lebih da.r1 

4 cm; 

h. pemberian infua; 

i. pemberian BWltikan intramuak'Uler uterotonika, 

antibiotika dan aedativa; 

j. kompreai bimanual; 

k. verai ekatra.ksi gemelli pada kelahiran bayi 

kedua datnya; 

-I 

8 

- -- - -- -j 



, .r . 

' . _..., 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA 

* 
1. va.kum eketrake1 dengan kepala bay1 di daear 

panggul; 

m. pengendalian anemi; 

n. meningkatkan pemeliharaan dan penggunaan air 

BUBU ibu; 

o. reauaitaai pada bayi baru lahir 

aafikaia dan hipotermi; 

p. pemberian minum dengan aonde/pipet; 

dengan 

q. pemberian 

lemba.ran 

obat - obatan terbatas? melalui 

permintaan obat aesuai dengan 

Lrunpiran VII Peratura.n ini. 

r. pemberian aurat keterangan kelahiran dan 

kematian. 

Paanl 27 

Pela.ya.nan kebidanan dalam rangka keluarga 

berencana, bidan berwenang untuk : 
' 

a. pemberian obat dan a.lat kontraaepai' melalui 

oral, suntikan dan Alat Kontraaepsi Dalam 

Rahim, Ala t Kont r aaepa l Bawnh Kulit. kond om 

dar1 tablet vag i nal Berta tissue vaginal; 

b. memberikan pelayanan efek Bamping pemakaian 
' 

kontraaepBi; 

c. melakukan pencabutan alat kontraBepsi dalam 

rahim letak normal; 

d. melakukan pencabutan AKBK tanpa penyulit. 

Paaal 28 

-Bidan - de.lam melakukan pelayanan keaehatan 

maayarakat berwenang untuk pembinaan : 

a. peran Berta maByara.kat di bidang keBehatan ibu 

dan anak; 
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b. tenaga yang bekerja dalBID pelayanan kebidanan 

dengan kemampuan lebih rendah; 

c. turnbuh kembang anak. 

(1) Dalam keadaan 

Pasal 29 

darurat bidan berwenang 

melakukan pelayanan kebidanan aelain kewe

nangan Bebagaimana dimakBud dalam Pasal 26. 

(2) Pelayanan aebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dituJukan untuk penyelamatan Jiwa. 

F .Bal 30 

(1) Bidan dnlam menjalankan praktek harua seauai 

dengan kewenangan yang diberikan. berdaaarkan 

pendidikan 

memberikan 

profesi. 

dun pengalaman Berta 

pelayanan berdasa.rkan 

( 2 ) Di srunpi ng ketentuilll seb aguimana 
I 

dalam 

atandar 

dlmaksud 

da l am ayat (1) bidan dalam melaksanakan 

pr,3.ktek aesuai dengan kewenangannya harus : 

a. merujuk kaaua yang tidak dapat ditangani; 

b .
1
. menyimpan rahaaia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

c. meminta persetujuan tindakan yang akan 

dilakukan; 

d. memberikan informasi; 

e. melakukan rekam media dengan balk. 

Pasal 31 

Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan wewenang 

bidan diatur lebih lanjut oleh Direktur 

_Je:qcle]'.'al . 

10 
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BAB VI 
PENCATATAN DAN PELAPORAN 

Pasal 32 

melakukan prakteknya bidan 
I 

melaku.kan pencatatan dan pelaporan 

wa.1 ib 

yang 

berkaitan dengan pelayanan yang diberikan. 

(2) Tatacara pencata.tan dan pelaporan seba-
t 

gaimana dimakaud dalamj ayat (1) diatur lebih 
I 

lanjut oleh Direktur Jenderal. 

BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 33 

' Cl) Pembina.an dan pengawasan terhadap pra.ktek 

bidan dilaku.kan aecara berjenjang Puskesmo.s, 

Dinas Kesehatan, Kantor Wilayah repartemen 

Keaehatan sampai Direktur Jenderal. 

(2) Dalam melakaanakan pembinaan dan pengawaaan 

diikutsertakan organisaai profeai terkalt. 

Pasal 34 

(1) Untuk menlngkatkan pembinaan mutu pela.ya.nan 

bidan dapat dibentuk Tim atau Panltia. 

( 2) Tim a tau pani tia aebagaimana di..malurud dalam 

ayat (1) terdiri dari unsur pe merintah, 

awasta, profeai bidan dan profesi keaehatan 

lainnya, serta pakar lain · yang memiliki 

pengetahuan/pengalaman dalam membina bidan. 

( 3) Tim a tau Pani tia eeba.ga.imana dimakaucL _ dalam - -
• 

ayat (1) dapat menyelenggara:kan kegiatan 

ilmiah, penyuluhan, pendidikan dan 

pelatlhan. 

·I 
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( 4) Ketentuan lebih lan.1ut mengenai Tim a tau 

Panitia diatur oleh Direktur Jenderal. 

BAB VIII 

KETENTUAN PIDANA 
Paaal 35 

(1) Dengan tidak mengurfillgi ketentuan Pidana 
sebagaimana diatur de.lam Undang-undang No. 

23 Tahun 1992 tentang Keaehatan. Bidan yang 
melakuka.n pelanggaran terhada.p ketentuan 

yang bertentangan dengan peraturan 1n1 dapat 
dikenakan tindakan adminiatratif. 

(2) Tindakan a.dminiatratif aebagaimana dimakaud 

dalam ayat (1) d1ber1kan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

; Pa~al 36 

Bidan yang telah mem111k1 aurat penugaaan 
berdaearkan Peraturan Henteri Kesehatan No. 

329/Menkea/Per/IV/1991 dianggap telah terduftar 
pada Departemen Keaehatan berdasa.rka.n Peratura.n 

Menteri 1n1. 

Pa.aal 37 
Izin Praktek yang / telah dikelue..rkan tetap 

berlaku aebagai ·izin pra.ktek berdaearkan 
peratura.n Menteri ini dan maaa berlalrunya habia 

5 tahun aejak Peraturan ini ditetapkan. 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Paaal 38 
Dengan berlakunya Peraturan Menteri 1ni 

1. Peraturan Menter1 Keaehatan No. 363/Menkea/ 
Per/IX/1980 tentang Wewena.ng Bidan; 

12 
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2 _ Peraturan Henteri Keaehatan No. 623/Henkea/ 

Per/IX/1989 tentang Perube.han ataa Peratur8.I1 

Menteri KeBehatan No. 363/Menkea/Per/IX/1980 
tentang Wewenang Bidan; 

3. Peraturan Henteri Keaehatan No. 329/Menkea/ 

Per/VI/1991 tenta:rrg-ffaaa _Bfikti Bidan; 
dlnyatakan tidak berle.ku lagi. 

Paaal 

Peratura.n Henteri 1n1 
tanggal ditetapkan. 

39 / 
I 

muld i berlaJru aejak 

Agar aetiap orang mengetahuinya , memerinta.hkan 

pengunda.ngan peraturan 1n1 dengnn penempatunnva 
d~lam Berita Negara Republik Indonesia.. 

Ditetapkan di 

p ada tanggal 

JAKARTA 
4 J u ni 1996 

Dr. SUJUDI 
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